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KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN DEMAK
NOMOR : 060/        TAHUN 2017
TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN

PADA JENIS PELAYANAN PADA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KABUPATEN DEMAK
Menimbang
:
a.
bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;

b.
bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan untuk jenis pelayanan Kebersihan dan Persampahan, serta Pelayanan teknis bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak dengan Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak.

Mengingat
: 
a.
Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

e. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak;
f. Peraturan Bupati Demak Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
g. Peraturan Bupati Demak Nomor 52 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak;
MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA
:
Standar pelayanan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA 
:
Standar pelayanan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak meliputi pelayanan Kebersihan dan Persampahan dan Pelayanan Teknis Penyediaan Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman.
KETIGA 
:
Standar pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/ pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT 
:
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

   Ditetapkan di   :  Demak
    pada tanggal  :         Juni  2017
PLT. KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN DEMAK
AKHMAD SUGIHARTO, ST, MT.

Pembina

NIP. 19730517 199803 1 007
Lampiran
:
Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak (Pimpinan Penyelenggara Pelayanan)
Nomor 
:        /        Tahun 2017
Tanggal 
:       Juni   2017
A. PENDAHULUAN

Memuat gambaran umum secara singkat tentang tugas dan fungsi serta keberadaan unit penyelenggara pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. STANDAR PELAYANAN
1. Jenis Pelayanan : Kebersihan dan Persampahan

    A. Pelayanan Sedot Tinja

	NO
	KOMPONEN
	URAIAN

	1.
	Dasar Hukum
	· Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Persampahan;
· Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah;
· Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan dalam Negeri di Kabupaten/ Kota;
· Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tatacara Pemanfaatan Retribusi Daerah;
· Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 17 Tahun 1991 tentang Kebersihan dan ketertiban Kabupaten Demak;

· Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 12 Tahun 2001 tentang Retribusi Penyedotan kakus;

· Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Demak;

· Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3, 5, 6 Tahun 2012 tentang Kompilasi Pajak;
· Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
· Peraturan Bupati Demak Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan Pemkab. Demak.
· Peraturan Bupati Demak Nomor 52 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak.

	2.
	Persyaratan 
	Syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif, yaitu:

· Permohonan pelayanan secara lisan/ tertulis

· Data pemohon yang lengkap

· Alamat yang jelas

	3.
	Sistem, mekanisme, dan prosedur
	Tata cara pelayanan yang dibakukan bagi penerima pelayanan. Prosedur pelayanan merupakan proses yang harus dilalui seorang pelanggan untuk mendapatkan pelayanan yang diperlukan 

Permen PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012: Prosedur kegiatan dalam proses pelayanan tersebut, agar dibuat atau digambarkan dalam suatu diagram/ bagan alir (flowchart).

Permen PAN dan Reformasi Birokrasi No. 15 Tahun 2014: tidak ada ketentuan harus pakai flowchart.
1. Pemohon meminta dilayani sedot tinja ke DINPERKIM.

2. Pemohon diterima Kasi Pengembangan dan Pengelolaan Sanitasi/ petugas yang selanjutnya  dicatat alamat dan nomor telepon pemohon.

3. Petugas sedot tinja melakukan pengecekan di lapangan.

4. Dilakukan penentuan jadwal penyedotan tinja.

5. Dilaksanakan proses penyedotan tinja.

6. Petugas tinja menerima restribusi jasa sedot tinja dan disetorkan pada petugas pencatat/ bendahara penerimaan di DINPERKIM.

7. Kemudian retribusi tersebut disetor ke kas daerah.

8. Selesai.

	4.
	Jangka waktu pelayanan
	Jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan sedot tinja yaitu 1 (satu) sampai 7 (tujuh) jam. Untuk dalam kota kurang lebih 1 jam dan luar kota kurang lebih 2 – 3 jam.

Jam pelayanan :

· Senin s/d Minggu  : Jam 08.00 s/d 16.00 WIB


	5.
	Biaya/tarif
	Ongkos yang dikenakan kepada penerima pelayanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari Penyelenggara  besarnya ditetapkan berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang retribusi jasa umum adalah sebagai berikut:
1.
Sedot tinja dalam kota per m3
:
Rp 50.000,00
2.
Sedot tinja jarak tempuh s/d 15 km per m3
:
Rp 60.000,00
3.
Sedot tinja jarak tempuh > 15 km per m3
:
Rp 70.000,00
4.
Orang/pribadi membuang langsung per m3
:
Rp 20.000,00
Catatan : Apabila volume tinja yang disedot kurang dari 1 m3, diperhitungkan sama dengan 1 m3.

	6.
	Produk pelayanan
	Produk pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan dapat berupa penyediaan barang, jasa dan/atau produk administrasi yang diberikan dan diterima pengguna layanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ditetapkan. 

Pelayanan sedot tinja atas permintaan dari masyarakat.

	7.
	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas
	Sarana pelayanan dapat berbentuk berbagai fasilitas, peralatan kantor yang digunakan dalam memberikan pelayanan, antara lain: meja, kursi, filling cabinet, almari, brankas, rak buku, mesin ketik, mesin hitung, alat tulis kantor, formulir, papan tulis,  penyimpan data (database), peralatan kontrol/monitoring, komputer, fasilitas telekomunikasi: pesawat telepon, faximile, kendaraan dan lainnya.

Sedangkan prasarana dapat berupa berbagai fasilitas atau peralatan yang mendukung dan melengkapi berfungsinya sarana penyelenggaraan pelayanan secara baik dan optimal, antara lain: berupa instalasi listrik, telpon, air, ruang kerja,  ruang tunggu tamu, ruang/halaman parkir dan lain-lainnya. Fasilitas  yang digunakan langsung atau menunjang dalam proses penyelenggaraan pelayanan adalah :
1. Mobil tinja kapasitas 4000 liter (lengkap), kondisi baik.

2. Mobil tinja kapasitas 1000 liter (lengkap), kondisi baik.

	8.
	Kompetensi Pelaksana
	Kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman. Penyusunan komponen kompetensi pelaksana untuk memberikan gambaran mengenai dukungan kemampuan petugas pelayanan meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman yang harus dimiliki oleh setiap pelaksana atau petugas dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pelayanan. Penyusunannya disesuaikan dengan kebutuhan dalam beban/volume, sifat pekerjaan, mekanisme dan prosedur yang dijalankan serta penggunaan teknologi dalam proses penyelenggaraan pelayanan.

Petugas memahami dan mengetahui ketentuan dan aturan tentang pelayanan sedot tinja.

	9.
	Pengawasan Internal
	Pelaksanaan pengawasan dapat dilakukan, baik oleh atasan langsung dan/ atau oleh pejabat/ petugas yang ditunjuk melaksanakan pengawasan secara fungsional, maupun oleh aparat pengawasan fungsional yaitu Kepala Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Sanitasi

	10.
	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan
	Dalam pengelolaan pengaduan perlu disiapkan tata cara penanganan atau SOP-nya, disiapkan sarana pengaduan yang mudah dimanfaatkan masyarakat, seperti: kotak pengaduan, tunjuk petugas atau bentuk unit pengaduan, menyiapkan SMS Gateway atau e-mail, dan perlengkapan lain yang memadai. Nama/ judul model atau bentuk dan tatacara pengelolaan pengaduan tersebut dicantumkan pada format standar pelayanan
 Mekanisme  :
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



Petugas

:

Agus Kusmanto    (Sopir tinja)
                             (Petugas sedot tinja) 

Telepon

:
085217715362
E-mail

:
dinperkim.kabdemak@gmail.com
Alamat kantor

:
Jl. Kyai Jebat No. 35 Demak
Telepon kantor
:
(0291) 685715
 

	11.
	Jumlah pelaksana
	dicantumkan jumlah pelaksana tersebut, yang dilengkapi dengan dukungan kualifikasi dan kompetensi yang memadai sesuai bidang tugas dan beban kerja di bidang pelayanan yang bersangkutan.
Jumlah pelaksana penyedotan tinja ada (dua) orang

1. 1 (satu) orang sopir truk tinja

2. 1 (satu) orang petugas sedot tinja

	12.
	Jaminan pelayanan
	perlu upaya kreatif menciptakan suatu kebijakan atau ketentuan (aturan main) yang berorientasi untuk melaksanakan standar pelayanan secara konsisten, misal membuat tata tertib, kode etik atau slogan sebagai janji dalam penyelenggaraan pelayanan berbasis standar pelayanan. Cantumkan nama/ judul tata tertib, kode etik atau slogan sebagai janji dalam format standar pelayanan, dan secara nyata juga harus dilaksanakan.

1. Ramah;

2. Empati;

3. Cepat;

4. Tepat;

5. Sesuai Prosedur.

	13.
	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan
	Dalam bentuk komitmen untuk memberikan kepastian rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keragu-raguan. Untuk mengimplementasi komitmen tersebut, cara yang sama dengan komponen jaminan pelayanan, yaitu perlu upaya kreatif menciptakan suatu kebijakan, ketentuan (aturan main) atau tindakan program kegiatan yang berorientasi untuk menjaga keamanan dan keselamatan dalam memproses atau memproduksi/ menyediakan layanan

1. Tidak ada biaya tambahan selain yang telah ditentukan (setiap pembayaran ada tanda bukti pembayaran).

	14.
	Evaluasi kinerja pelaksana
	Penilaian untuk mengetahui seberapa jauh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan standar pelayanan. Upaya evaluasi dilakukan oleh penyelenggara harus secara periodik dan berkesinambungan untuk mengetahui kondisi perkembangan dan mengukur keberhasilan dan/atau mengetahui hambatan/kendala yang ditemukan dalam rangka pelaksanaan standar pelayanan.

1. Evaluasi kinerja dilaksanakan oleh atasan langsung dilakukan 3 bulan sekali.

2. Dilaksanakan survey kepuasan masyarakat secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali.


B. Pelayanan Persampahan
	NO
	KOMPONEN
	URAIAN

	1.
	Dasar Hukum
	· Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah;
· Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan dalam Negeri di Kabupaten/ Kota;

· Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemanfaatan Retribusi Daerah;
· Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 17 Tahun 1991 tentang Kebersihan dan ketertiban Kabupaten Demak;
· Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2005 tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 9 tahun 1998 tentang retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan;

· Peraturan Bupati Demak Nomor 52 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak;
· Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.

	2.
	Persyaratan 
	Syarat (dokumen atau barang/hal lain) yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

	3.
	Sistem, mekanisme, dan prosedur
	Tata cara pelayanan yang dibakukan bagi penerima pelayanan. Prosedur pelayanan merupakan proses yang harus dilalui seorang pelanggan untuk mendapatkan pelayanan yang diperlukan 

Permen PAN dan RB Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Prosedur kegiatan dalam proses pelayanan tersebut, agar dibuat atau digambarkan dalam suatu diagram/bagan alir (flowchart).
Permen PAN dan RB Nomor 15 Tahun 2014: tidak ada ketentuan harus pakai flowchart.
1. Pemohon meminta dilayani / diambil sampahnya ke DINPERKIM.
2. Pemohon diterima Kasi Kebersihan/ petugas yang selanjutnya  dicatat alamat dan nomor telepon pemohon.

3. Petugas sampah melakukan pengecekan dilapangan.

4. Dilakukan penentuan jadwal pengambilan sampah.

5. Dilaksanakan proses pengambilan sampah.

6. Petugas sampah menerima restribusi jasa pengambilan sampah dan disetorkan pada petugas pencatat/ bendahara penerimaan di DINPERKIM.
7. Kemudian retribusi tersebut disetor ke kas daerah.

8. Selesai 

	4.
	Jangka waktu pelayanan
	Jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan. Kemudian waktu-waktu yang diperlukan dalam setiap proses pelayanan (dari tahap awal sampai akhir) dijumlahkan untuk mengetahui keseluruhan waktu yang dibutuhkan.  

Caranya dengan menghitung waktu riil yang digunakan (bukan memprediksi) pada setiap tahap pekerjaan layanan, kemudian keseluruhan proses tahapan dalam prosedur tersebut dijumlahkan.

1 (satu) sampai 2 (dua) hari jangka waktu pelayanan pengambilan sampah
Waktu pelayanan :

· Senin s/d Minggu  : Jam 08.00 s/d 16.00 WIB 

	5.
	Biaya/tarif
	Ongkos yang dikenakan kepada penerima pelayanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari Penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat. Proses perumusan komponen biaya/tarif, langkah pertama perlu memperhatikan apabila biaya pelayanan tersebut sudah diatur dalam ketentuan (Peraturan Pemerintah mengenai PNBP atau Perda mengenai retribusi/pungutan daerah) atas jenis pelayanan tersebut, maka ketentuan biaya tersebut tetap berlaku.
Besaran retribusi sebagai berikut: 
1. Usaha kelas I (di jalan provinsi)

:

Rp 15.000,00/ bulan
2. Usaha kelas II (di jalan kabupaten)

:

Rp 10.000,00/ bulan

3. Usaha kelas III (di jalan kecamatan/ kelurahan/ desa)

:

Rp 5.000,00/ bulan



	6.
	Produk pelayanan
	Produk pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan dapat berupa penyediaan barang, jasa dan/atau produk administrasi yang diberikan dan diterima pengguna layanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ditetapkan. 

Pelayanan kebersihan (pengangkutan sampah) atas permintaan dari masyarakat.

	7.
	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas
	Sarana pelayanan dapat berbentuk berbagai fasilitas, peralatan kantor yang digunakan dalam proses memproduksi, menyediakan, atau memberikan pelayanan, antara lain: meja, kursi, filling cabinet, almari, brankas, rak buku, mesin ketik, mesin hitung, alat tulis kantor, formulir, papan tulis, fasilitas pengolahan data, penyimpan data (database), peralatan kontrol/monitoring, komputer, fasilitas telekomunikasi: pesawat telepon, faximile, kendaraan dan lainnya.

Sedangkan prasarana dapat berupa berbagai fasilitas atau peralatan yang mendukung dan melengkapi berfungsinya sarana penyelenggaraan pelayanan secara baik dan optimal, antara lain: berupa instalasi listrik, telpon, air, ruang kerja, ruang rapat/pertemuan, ruang penyimpanan arsip/dokumentasi, ruang sistem kontrol, laboratorium, gudang, ruang tunggu tamu, ruang/halaman parkir dan lain-lainnya yang digunakan langsung atau menunjang dalam proses penyelenggaraan pelayanan.

1. Truk sampah kapasitas 6 m3, kondisi baik.

	8.
	Kompetensi Pelaksana
	Kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman. Penyusunan komponen kompetensi pelaksana untuk memberikan gambaran mengenai dukungan kemampuan petugas pelayanan meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman yang harus dimiliki oleh setiap pelaksana atau petugas dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pelayanan. Penyusunannya disesuaikan dengan kebutuhan dalam beban/volume, sifat pekerjaan, mekanisme dan prosedur yang dijalankan serta penggunaan teknologi dalam proses penyelenggaraan pelayanan.

Petugas memahami dan mengetahui ketentuan dan aturan tentang pelayanan pengambilan sampah.

	9.
	Pengawasan Internal
	Pelaksanaan pengawasan dapat dilakukan, baik oleh atasan langsung dan/atau oleh pejabat/petugas yang ditunjuk melaksakan pengawasan secara fungsional, maupun oleh aparat pengawasan fungsional.
1. Mandor Sampah

2. Kepala Seksi Kebersihan

	10.
	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan
	Dalam pengelolaan pengaduan perlu disiapkan tatacara penanganan atau SOP-nya, disiapkan sarana pengaduan yang mudah dimanfaatkan masyarakat, seperti: kotak pengaduan, tunjuk petugas atau bentuk unit pengaduan, menyiapkan SMS Gateway atau Email, dan perlengkapan lain yang memadai. Nama/judul model atau bentuk dan tatacara pengelolaan pengaduan tersebut dicantumkan pada format standar pelayanan.
Mekanisme


[image: image2]
Petugas

:

Telepon

:
E-mail

:
dinperkim.kabdemak@gmail.com

Alamat kantor

:
Jl. Kyai Jebat No. 35 Demak
Telepon

:
(0291) 685715


	11.
	Jumlah pelaksana
	Dicantumkan jumlah pelaksana tersebut, yang dilengkapi dengan dukungan kualifikasi dan kompetensi yang memadai sesuai bidang tugas dan beban kerja di bidang pelayanan yang bersangkutan.
Jumlah pekerja 3 (tiga) orang terdiri dari:

1. 1 (satu) orang sopir truk sampah;

2. 2 (dua) orang petugas pengambilan sampah.

	12.
	Jaminan pelayanan
	Perlu upaya kreatif menciptakan suatu kebijakan atau ketentuan (aturan main) yang berorientasi untuk melaksanakan standar pelayanan secara konsisten, misal membuat tata tertib, kode etik atau slogan sebagai janji dalam penyelenggaraan pelayanan berbasis standar pelayanan. Cantumkan nama/judul tata tertib, kode etik atau slogan sebagai janji dalam format standar pelayanan, dan secara nyata juga harus dilaksanakan.

1. Ramah;

2. Empati;

3. Cepat;

4. Tepat;

5. Sesuai Prosedur;

	13.
	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan
	Dalam bentuk komitmen untuk memberikan kepastian rasa aman, bebas

Dari bahaya, dan risiko keragu-raguan. Untuk mengimplementasi komitmen tersebut, cara yang sama dengan komponen jaminan pelayanan, yaitu perlu upaya kreatif menciptakan suatu kebijakan, ketentuan (aturan main) atau tindakan program kegiatan yang berorientasi untuk menjaga keamanan dan keselamatan dalam memproses atau memproduksi/menyediakan layanan.

· Tidak ada biaya tambahan selain yang telah ditentukan (setiap pembayaran ada tanda bukti pembayaran)/ SKR.

	14.
	Evaluasi kinerja pelaksana
	Penilaian untuk mengetahui seberapa jauh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan standar pelayananUpaya evaluasi dilakukan oleh penyelenggara harus secara periodik dan berkesinambungan untuk mengetahui kondisi perkembangan dan mengukur keberhasilan dan/atau mengetahui hambatan/kendala yang ditemukan dalam rangka pelaksanaan standar pelayanan.

1. Evaluasi kinerja dilaksanakan oleh atasan langsung dilakukan 3 bulan sekali.

2. Dilaksanakan survey kepuasan masyarakat secara bekala setiap 1 (satu) tahun sekali


2. Jenis pelayanan : Pelayanan Teknis Bidang Penyediaan Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman
A. Pembangunan Jalan, Talud dan Jembatan Permukiman
	NO
	KOMPONEN
	URAIAN

	1.
	Dasar Hukum
	· Peraturan Bupati Demak, Nomor 13 tahun 2015 tentang Pedoman Standart Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak.
· Peraturan Bupati Demak Nomor 52 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak;

	2.
	Sistem, mekanisme, dan prosedur
	Prosedur ini berisi tantang proses pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan, talud dan jembatan di lingkungan perumahan dan kawasan permukiman sebagai berikut :
1. Survey lokasi peningkatan jalan, talud dan jembatan sesuai lokasi dan pagu anggaran.

2. Menghitung rencana anggaran biaya (RAB) dan membuat gambar rencana pelaksanaan.
3. Penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten demak pada bidang pengembangan kawasan permukiman.
4. Menyusun dan menyiapkan dokumen lelang untuk pekerjaan peningkatan jalan, talud dan jembatan perumahan dan kawasan permukiman.
5. Melelangkan pekerjaan peningkatan jalan, talud dan jembatan permukiman.
6. Melaksanakan pekerjaan peningkatan jalan, talud dan jembatan bidang perumahan dan kawasan permukiman.
7. Melaporkan hasil pelaksanaan pekerjaan peningkatan jalan, talud dan jembatan perumahan dan kawasan permukiman.

	3.
	Jangka waktu pelayanan
	Pelaksanaan program peningkatan jalan, talud dan jembatan bidang perumahan dan kawasan permukiman adalah tahapan mulai dari terbitnya peraturan Bupati Demak tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Demak, Perencanaan, Pelaksanaan, sampai pelaporan pada setiap tahun anggaran dari bulan 1 Januari s/d 31 Desember. 

Jadwal pelayanan:

· Senin s/d Kamis

:

jam 07.30 s/d 15.30 WIB

· Jumat

:

jam 07.30 s/d 15.00 WIB



	4.
	Biaya/tarif
	Dalam pelaksanaan kegiatan tidak ada biaya / retribusi 
(Kegiatan bersumber dari dana APBD Kab. Demak)

	5.
	Produk pelayanan
	1. Pembangunan jalan, talud dan jembatan di lingkungan perumahan dan kawasan permukiman Kabupaten Demak.
2. Peningkatan dan atau perbaikan jalan, talud dan jembatan di lingkungan perumahan dan kawasan permukiman Kabupaten Demak.
3. Pemeliharaan jalan, talud dan jembatan di lingkungan perumahan dan kawasan permukiman Kabupaten Demak.

	6.
	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas
	1. Ruang Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman
2. Kendaraan roda 2 dan roda 4

3. Peralatan kantor dan blanko-blanko
4. Alat ukur

	7.
	Kompetensi Pelaksana
	Petugas memahami dan mengetahui ketentuan dan aturan tentang konstruksi struktur jalan, jembatan dan talud.

	8.
	Pengawasan Internal
	1. Kasi Penyediaan Infrastruktur Permukiman
2. Kepala Pengembangan Kawasan Permukiman
3. Kerja sama dengan pihak ketiga (konsultan)

	9.
	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan
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	10.
	Jumlah pelaksana
	4 (empat) orang yang terdiri dari:
· 1 (satu) Kepala Bidang

· 1 (satu) Kepala Seksi

· 2 (dua) Staf

	11.
	Jaminan pelayanan
	1. Tepat waktu

2. Sesuai Prosedur Undang-undang dan Perbub. Demak
3. Ramah dan sopan

	12.
	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan
	1. Dokumen terjaga keberadaannya.
2. Kondisi jalan dan  jembatan di lingkungan perumahan dan kawasan permukiman menjadi mantap dan nyaman dilalui.
3. Jalan menjadi lebih aman dilalui karena memiliki talud jalan.

	13.
	Evaluasi kinerja pelaksana
	1. Evaluasi kinerja dilaksanakan oleh atasan langsung dilakukan 3 bulan sekali.
2. Monitoring kegiatan lapangan dilakansanakan 1 bulan sekali.
3. Pelaksanaan survey kerusakan jalan jembatan 2 kali dalam 1 tahun.


B. Pembangunan Drainase Perumahan dan Kawasan Permukiman
	NO
	KOMPONEN
	URAIAN

	1.
	Dasar Hukum
	· Peraturan Bupati Demak, Nomor 13 tahun 2015 tentang Pedoman Standart Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak.

· Peraturan Bupati Demak Nomor 52 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak;

	2.
	Sistem, mekanisme, dan prosedur
	Prosedur ini berisi tantang proses pelaksanaan kegiatan peningkatan drainase di lingkungan perumahan dan kawasan permukiman sebagai berikut :

1. Survey lokasi peningkatan drainase sesuai lokasi dan pagu anggaran.

2. Menghitung rencana anggaran biaya (RAB) dan membuat gambar rencana pelaksanaan.
3. Penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Demak pada bidang pengembangan kawasan permukiman.
4. Menyusun dan menyiapkan dokumen lelang untuk pekerjaan peningkatan drainase perumahan dan kawasan permukiman.

5. Melelangkan pekerjaan peningkatan drainase permukiman.
6. Melaksanakan pekerjaan peningkatan drainase bidang perumahan dan kawasan permukiman.

7. Melaporkan hasil pelaksanaan pekerjaan peningkatan drainase perumahan dan kawasan permukiman.

	3.
	Jangka waktu pelayanan
	Pelaksanaan program peningkatan drainase bidang perumahan dan kawasan permukiman adalah tahapan mulai dari terbitnya peraturan Bupati Demak tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Demak, Perencanaan, Pelaksanaan, sampai pelaporan pada setiap tahun anggaran dari bulan 1 Januari s/d 31 Desember. 

Jadwal pelayanan:

· Senin s/d Kamis

:

jam 07.30 s/d 15.30 WIB

· Jumat

:

jam 07.30 s/d 15.00 WIB



	4.
	Biaya/tarif
	Dalam pelaksanaan kegiatan tidak ada biaya / retribusi 

(Kegiatan bersumber dari dana APBD Kab. Demak)

	5.
	Produk pelayanan
	1. Pembangunan drainase di lingkungan perumahan dan kawasan permukiman Kabupaten Demak.
2. Peningkatan drainase di lingkungan perumahan dan kawasan permukiman Kabupaten Demak.
3. Pemeliharaan drainase di lingkungan perumahan dan kawasan permukiman Kabupaten Demak.

	6.
	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas
	1. Ruang Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman

2. Kendaraan roda 2 dan roda 4

3. Peralatan kantor dan blanko-blanko
4. Alat ukur

	7.
	Kompetensi Pelaksana
	Petugas memahami dan mengetahui ketentuan dan aturan tentang konstruksi struktur drainase/ gorong-gorong.

	8.
	Pengawasan Internal
	1. Kasi Penyediaan Infrastruktur Permukiman

2. Kepala Pengembangan Kawasan Permukiman

3. Kerja sama dengan pihak ketiga (konsultan)

	9.
	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan
	
[image: image4]

	10.
	Jumlah pelaksana
	4 (empat) orang yang terdiri dari:
· 1 (satu) Kepala Bidang

· 1 (satu) Kepala Seksi

· 2 (dua) Staf

	11.
	Jaminan pelayanan
	1. Tepat waktu

2. Sesuai Prosedur Undang-undang dan Perbub. Demak

3. Ramah dan sopan

	12.
	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan
	1. Dokumen terjaga keberadaannya.
2. Saluran drainse di lingkungan perumahan dan kawasan permukiman menjadi drainase permanen, lancar dan mengurangi titik genangan.

	13.
	Evaluasi kinerja pelaksana
	1. Evaluasi kinerja dilaksanakan oleh atasan langsung dilakukan 3 bulan sekali.
2. Monitoring kegiatan lapangan dilakansanakan 1 bulan sekali.
3. Pelaksanaan survey kerusakan jalan jembatan 2 kali dalam 1 tahun.


C.  Peningkatan Distribusi Air Minum
	NO
	KOMPONEN
	URAIAN

	1.
	Dasar Hukum
	· Peraturan Bupati Demak, Nomor 13 tahun 2015 tentang Pedoman Standart Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak.
· Peraturan Bupati Demak Nomor 52 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak;

	2.
	Sistem, mekanisme, dan prosedur
	Prosedur ini berisi tantang proses pelaksanaan kegiatan peningkatan drainase di lingkungan perumahan dan kawasan permukiman sebagai berikut :

1. Survey lokasi peningkatan jaringan distribusi air minum sesuai lokasi dan pagu anggaran.

2. Menghitung rencana anggaran biaya (RAB) dan membuat gambar rencana pelaksanaan.
3. Penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Demak pada bidang pengembangan kawasan permukiman.
4. Menyusun dan menyiapkan dokumen lelang untuk pekerjaan peningkatan jaringan distribusi air minum.

5. Melelangkan pekerjaan peningkatan jaringan distribusi air minum.
6. Melaksanakan pekerjaan peningkatan jaringan distribusi air minum.

7. Melaporkan hasil pelaksanaan pekerjaan jaringan distribusi air minum.

	3.
	Jangka waktu pelayanan
	Pelaksanaan program peningkatan jaringan distribusi air minum bidang perumahan dan kawasan permukiman adalah tahapan mulai dari terbitnya peraturan Bupati Demak tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Demak, Perencanaan, Pelaksanaan, sampai pelaporan pada setiap tahun anggaran dari bulan 1 Januari s/d 31 Desember. 

Jadwal pelayanan:

· Senin s/d Kamis

:

jam 07.30 s/d 15.30 WIB

· Jumat

:

jam 07.30 s/d 15.00 WIB



	4.
	Biaya/tarif
	Dalam pelaksanaan kegiatan tidak ada biaya / retribusi (Kegiatan bersumber dari dana APBD Kab. Demak)

	5.
	Produk pelayanan
	1. Pembangunan dan pengembangan saluran distribusi air minum.

2. Pembangunan dan pengelolaan SPAM.

	6.
	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas
	1. Ruang Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman

2. Kendaraan roda 2 dan roda 4

3. Peralatan kantor dan blanko-blanko

	7.
	Kompetensi Pelaksana
	Petugas memahami dan mengetahui ketentuan dan aturan tentang pengembangan sistem dan penyediaan air minum

	8.
	Pengawasan Internal
	1. Kasi Pengembangan Sistem dan Penyediaan Air Minum.
2. Kepala Pengembangan Kawasan Permukiman

3. Kerja sama dengan PDAM

4. Kerja sama dengan pihak ketiga (konsultan)

	9.
	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan
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	10.
	Jumlah pelaksana
	4 (empat) orang yang terdiri dari:
· 1 (satu) Kepala Bidang

· 1 (satu Kepala Seksi

· 2 (dua) Staf

	11.
	Jaminan pelayanan
	1. Tepat waktu

2. Sesuai Prosedur Undang-undang dan Perbub. Demak

3. Ramah dan sopan

	12.
	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan
	1. Dokumen terjaga keberadaannya.
2. Jangkauan pelayanan distribusi air minum meningkat, sehingga memudahkan masyarakat mengakses air minum.

	13.
	Evaluasi kinerja pelaksana
	1. Evaluasi kinerja dilaksanakan oleh atasan langsung dilakukan 3 bulan sekali.
2. Monitoring kegiatan lapangan dilakansanakan 1 bulan sekali.
3. Pelaksanaan survey kerusakan drainase di lingkungan perumahan dan kawasan permukiman 2 kali dalam 1 tahun.


D. Pengembangan dan Pengelolaan Sanitasi
	NO
	KOMPONEN
	URAIAN

	1.
	Dasar Hukum
	· Peraturan Bupati Demak, Nomor 13 tahun 2015 tentang Pedoman Standart Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak.
· Peraturan Bupati Demak Nomor 52 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak;

	2.
	Sistem, mekanisme, dan prosedur
	Prosedur ini berisi tantang proses pelaksanaan kegiatan peningkatan drainase di lingkungan perumahan dan kawasan permukiman sebagai berikut :

1. Survey lokasi pengembangan sanitasi sesuai lokasi dan pagu anggaran.

2. Menghitung rencana anggaran biaya (RAB) dan membuat gambar rencana pelaksanaan.

3. Penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Demak pada bidang perumahan.

4. Menyusun dan menyiapkan dokumen lelang untuk pekerjaan pengembangan dan pengelolaan sanitasi.

5. Melelangkan pekerjaan pengembangan dan pengelolaan sanitasi.

6. Melaksanakan pekerjaan pengembangan dan pengelolaan sanitasi.

7. Melaporkan hasil pelaksanaan pekerjaan pengembangan dan pengelolaan sanitasi.

	3.
	Jangka waktu pelayanan
	Pelaksanaan program pengembangan dan pengelolaan sanitasi bidang perumahan dan kawasan permukiman adalah tahapan mulai dari terbitnya peraturan Bupati Demak tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Demak, Perencanaan, Pelaksanaan, sampai pelaporan pada setiap tahun anggaran dari bulan 1 Januari s/d 31 Desember. 

Jadwal pelayanan:

· Senin s/d Kamis

:

jam 07.30 s/d 15.30 WIB

· Jumat

:

jam 07.30 s/d 15.00 WIB



	4.
	Biaya/tarif
	Dalam pelaksanaan kegiatan tidak ada biaya / retribusi 

(Kegiatan bersumber dari dana APBD Kab. Demak)

	5.
	Produk pelayanan
	1. Pembangunan dan operasional SANIMAS

2. Penyediaan pengolahan limbah 

	6.
	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas
	1. Ruang Bidang Perumahan
2. Kendaraan roda 2 dan roda 4

3. Peralatan kantor dan blanko-blanko

	7.
	Kompetensi Pelaksana
	Petugas memahami dan mengetahui ketentuan dan aturan tentang pengembangan dan pengelolaan sanitasi.

	8.
	Pengawasan Internal
	1. Kasi Pengembangan dan Pengelolaan Sanitasi
2. Kepala Bidang Perumahan
3. Kerja sama dengan pihak ketiga (konsultan)

	9.
	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan
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	10.
	Jumlah pelaksana
	4 (empat) orang yang terdiri dari:
· 1 (satu) Kepala Bidang

· 1 (satu) Kepala Seksi

· 2 (dua) Staf

	11.
	Jaminan pelayanan
	1. Tepat waktu

2. Sesuai Prosedur Undang-undang dan Perbub. Demak

3. Ramah dan sopan

	12.
	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan
	1. Dokumen terjaga keberadaannya.

2. Tersedianya sanitasi sehat berbasis masyarakat.

	13.
	Evaluasi kinerja pelaksana
	1. Evaluasi kinerja dilaksanakan oleh atasan langsung dilakukan 3 bulan sekali.

2. Monitoring kegiatan lapangan dilakansanakan 1 bulan sekali.


*) Komponen tambahan disesuaikan dengan kebutuhan unit penyelenggara pelayanan, bila dipandang perlu.
E. SOP Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
	NO
	KOMPONEN
	URAIAN

	1.
	Dasar Hukum
	· Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
· Peraturan Bupati Demak, Nomor 13 tahun 2015 tentang Pedoman Standart Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak.
· Peraturan Bupati Demak Nomor 52 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak;
· Keputusan Bupati Demak Nomor 900 / 59 Tahun 2019 Penetapan Penerima dan Besaran Hibah dan Bantuan Sosial serta Penunjukkan Perangkat Daerah sebagai Pengelola Kegiatan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019

	2.
	Sistem, mekanisme, dan prosedur
	· Sistem kegiatan bantuan pemugaran Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di lingkungan perumahan dan kawasan permukiman sebagai berikut :
1. Usulan dari Desa berupa By Name By Address (BNBA)
2. Cek data pada PBDT 2015
3. Verifikasi dan validasi BNBA penerima bantuan
4. Mengusulkan ke APBD Kab. Demak
5. Pembuatan SK
· Mekanisme kegiatan bantuan sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
1. Pengajuan

a. Desa membentuk POKMAS 

b. POKMAS mengajukan proposal awal kepada BUPATI
c. Dinperkim melakukan verifikasi lokasi melalui TFL
d. Hasil Survey di ajukan ke POKJA RTLH untuk ditetapkan (BNBA) dan dikirim ke BPKPAD untuk dibuatkan SK
2. Pencairan
a. Penerima bantuan mengajukan dokumen pencairan ke Dinperkim dengan dampingan TFL
b. Penerima Bantuan membuat dan membuka rekening Bank Jateng
c. Dinperkim mengajukan dokumen pencairan ke BPKPAD
3. Pelaksanaan

a. Penerima bantuan mencairkan dana bansos RTLH dari Bank Jateng
b. Penerima membelanjakan material sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana (RPD) di dampingi POKMAS
c. Pokmas melaksanakan kegiatan Pemugaran Rumah tidak Layak Huni (RTLH)  dengan cara gotong-royong
4. Pelaporan
a. Penerima bantuan beserta pokmas membuat laporan penggunaan dana Bansos Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di dampingi TFL. Paling lambat bulan Desember tahun berjalan
· Prosedur / Kriteria Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
1. Atap

2. Lantai

3. Dinding


	3.
	Jangka waktu pelayanan
	Pelaksanaan program Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni bidang perumahan dan kawasan permukiman adalah tahapan mulai dari terbitnya peraturan Bupati Demak tentang Penetapan Penerima dan Besaran Hibah dan Bantuan Sosial serta Penunjukkan Perangkat Daerah sebagai Pengelola Kegiatan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019. Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak, Perencanaan, Pelaksanaan, sampai pelaporan pada setiap tahun anggaran dari bulan 1 Januari s/d 31 Desember. 

Jadwal pelayanan:

· Senin s/d Kamis

:

jam 07.30 s/d 16.00 WIB

· Jumat

:

jam 07.30 s/d 15.00 WIB



	4.
	Biaya/tarif
	Dalam pelaksanaan kegiatan tidak ada biaya / retribusi 

(Kegiatan bersumber dari dana APBD Kab. Demak)

	5.
	Produk pelayanan
	1. Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni
2. Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL)

	6.
	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas
	1. Ruang Bidang Perumahan

2. Kendaraan roda 2 dan roda 4
3. Komputer

4. Printer
5. Alat Tulis Kantor
6. Camera

	7.
	Kompetensi Pelaksana
	Petugas memahami dan mengetahui ketentuan dan aturan tentang Kegiatan Pelaksanaan Pemugaran Rumah  Tidak Layak Huni (RTLH).

	8.
	Pengawasan Internal
	1. Kasi Pembangunan Perumahan DINPERKIM
2. Kepala Bidang Perumahan DINPERKIM


	9.
	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan
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	10.
	Jumlah pelaksana
	4 (empat) orang yang terdiri dari:
· 1 (satu) Kepala Bidang

· 1 (satu) Kepala Seksi

· 2 (dua) Staf

	11.
	Jaminan pelayanan
	1. Tepat waktu dan sasaran
2. Sesuai Prosedur Undang-undang dan Perbub. Demak

3. Jujur, terbuka, tegas, sopan dan santun

	12.
	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan
	1. Terwujudnya Rumah Layak Huni 
2. Transparan dan Akuntabel
3. Pemugaran Rumah tidak Layak Huni tepat sasaran
4. Pengurangan Kemiskinan

	13.
	Evaluasi kinerja pelaksana
	1. Evaluasi kinerja dilaksanakan oleh atasan langsung dilakukan 3 bulan sekali.

2. Monitoring kegiatan lapangan dilakansanakan berdasarkan kebutuhan.


*) Komponen tambahan disesuaikan dengan kebutuhan unit penyelenggara pelayanan, bila dipandang perlu.

G. SOP PELAYANAN ADMINISTRASI PERSURATAN
	NO
	KOMPONEN
	URAIAN

	1.
	Dasar Hukum
	· Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan   Daerah
· Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
· Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

· Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

· Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak ;
· Peraturan Bupati Demak, Nomor 13 tahun 2015 tentang Pedoman Standart Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak.
· Peraturan Bupati Demak Nomor 52 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak;

	2.
	Sistem, mekanisme, dan prosedur
	· Sistem pengelolaan surat masuk dan surat keluar di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak sebagai berikut :
· Surat masuk ;
1. Surat diterima oleh petugas administrasi persuratan
2. Dicatat dalam buku agenda surat masuk
3. Diberi blangko disposisi
4. Disediakan kepada Kepala Dinas
5. Setelah mendapat disposisi dari kepala dinas, surat diagenda di buku expedisi surat masuk kemudian didistribusikan kepada yang ditugasi dengan membubuhkan tanda tangan sebagai tanda terima surat tersebut
6. Penerima surat melaksanakan isi disposisi surat tersebut
· Surat keluar ;
1. Surat keluar merupakan tindak lanjut dari surat masuk yang telah diterima oleh seksi-seksi, ada juga surat penting yang harus dibuat untuk kepentingan dinas;
2. Surat dibuat oleh masing-masing seksi
3. Diserahkan kepada petugas untuk disediakan kepada Kepala dinas
4. Kepala dinas membaca dan menandatangani apabila surat sudah betul, mengoreksi apabila ada kesalahan
5. Surat dikembalikan kepada petugas untuk diberi nomor surat atau dikembalikan kepada seksi apabila ada kesalahan
6. Surat dicatat dalam agenda surat keluar kemudian dikirim kepada alamat surat oleh petugas

	3.
	Jangka waktu pelayanan
	Pengelolaan surat masuk dan surat keluar dilayani setiap hari pada jam kerja
Jadwal pelayanan:

· Senin s/d Kamis

:

jam 07.30 s/d 16.00 WIB

· Jumat

:

jam 07.30 s/d 15.00 WIB



	4.
	Biaya/tarif
	Tidak ada

	5.
	Produk pelayanan
	1. Pendistribusian surat masuk kepada seksi-seksi di Dinperkim
2. Terkirimnya surat keluar kepada dinas lain

	6.
	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas
	1. Ruang Sekretariat
2. Kendaraan roda 2 
3. Alat Tulis Kantor

	7.
	Kompetensi Pelaksana
	Petugas memahami dan mengetahui ketentuan dan aturan tentang pengelolaan surat masuk dan surat keluar

	8.
	Pengawasan Internal
	1. Kasubbag Umum dan Kepegawaian DINPERKIM
2. Sekretaris

	9.
	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan
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	10.
	Jumlah pelaksana
	4 (empat) orang yang terdiri dari:
· 1 (satu) Sekretaris
· 1 (satu) Kasubbag Umum dan Kepegawaian
· 2 (dua) pelaksana

	11.
	Jaminan pelayanan
	1. Cepat dan tepat waktu dan sasaran
2. Sesuai Prosedur 

3. sopan dan santun

	12.
	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan
	1. Terdistribusinya surat masuk kepada seksi-seksi dan kasubbag
2. Terkirimnya surat keluar kepada dinas terkait
3. Terlayaninya kepentingan surat menyurat yang lain


	13.
	Evaluasi kinerja pelaksana
	1. Evaluasi kinerja dilaksanakan oleh atasan langsung dilakukan 1 bulan sekali.

2. Monitoring dilakansanakan berdasarkan kebutuhan.


H. SOP PELAYANAN PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR/KENDARAAN DINAS
	NO
	KOMPONEN
	URAIAN

	1.
	Dasar Hukum
	· Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan   Daerah
· Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
· Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

· Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

· Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak ;
· Peraturan Bupati Demak, Nomor 13 tahun 2015 tentang Pedoman Standart Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak.
· Peraturan Bupati Demak Nomor 52 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak;

	2.
	Sistem, mekanisme, dan prosedur
	· Sistem pemeliharaan peralatan kantor/kendaraan dinas di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak sebagai berikut :
· Pengajuan perbaikan peralatan/kendaraan ;
1. Pemegang barang/kendaraan mengajukan surat permohonan perbaikan kepada Sekretaris lewat Kasubbag umum dan kepegawaian; 
2. Dicatat dalam buku register pemeliharaan peralatan
3. Kasubbag Umpeg mengkoordinasikan dengan bendahara kemudian memerintahkan kepada petugas untuk mengecek kondisi peralatan yang rusak
4. Apabila peralatan benar-benar rusak, maka petugas melaksanakan perbaikan peralatan dengan membawanya ke tukang service/bengkel
5. Setelah perbaikan selesai, petugas melapor kepada Kasubbag umpeg untuk dikoordinasikan pembayarannya dengan bendahara
6. Bendahara membayar ongkos perbaikan peralatan
7. Petugas mengembalikan peralatan kepada pemakai


	3.
	Jangka waktu pelayanan
	Pelayanan pemeliharaan peralatan/kendaraandilayani setiap hari pada jam kerja
Jadwal pelayanan:

· Senin s/d Kamis

:

jam 07.30 s/d 16.00 WIB

· Jumat

:

jam 07.30 s/d 15.00 WIB



	4.
	Biaya/tarif
	Sesuai kebutuhan

	5.
	Produk pelayanan
	1. Kondisi peralatan kantor/kendaraan yang baik


	6.
	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas
	1. Ruang Sekretariat
2. Kendaraan roda 2 
3. Alat Tulis Kantor

	7.
	Kompetensi Pelaksana
	Petugas memahami dan mengetahui ketentuan dan aturan tentang pemeliharaan peralatan kantor/kendaraan

	8.
	Pengawasan Internal
	1. Kasubbag Umum dan Kepegawaian DINPERKIM
2. Sekretaris

	9.
	Penanganan permohonan perbaikan peralatan
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	10.
	Jumlah pelaksana
	4 (empat) orang yang terdiri dari:
· 1 (satu) Sekretaris
· 1 (satu) Kasubbag Umum dan Kepegawaian
· 2 (dua) pelaksana

	11.
	Jaminan pelayanan
	1. Cepat dan tepat waktu 
2. Sesuai Prosedur 

3. sopan dan santun

	12.
	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan
	1. Terpeliharanya peralatan kantor/kendaraan dinas
2. Terlayaninya kebutuhan akan peralatan kantor


	13.
	Evaluasi kinerja pelaksana
	1. Evaluasi kinerja dilaksanakan oleh atasan langsung dilakukan sesuai kebutuhan
2. Monitoring dilakansanakan berdasarkan kebutuhan.









                 Demak,          Juni  2017
Plt. KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KABUPATEN DEMAK

 AKHMAD SUGIHARTO, ST, MT.
Pembina

NIP. 19730517 199803 1 007
Sistim pelayanan sedot tinja Dinas PERKIM Kabupaten Demak

Dinas Perkim melayani penyedotan tinja untuk semua kalangan masyarakat, 

Prosedur pelayanan untuk mendapatkan pelayanan penyedotan tinja adalah sbb: 
1. Pemohon meminta dilayani sedot tinja ke DINPERKIM, hubungi no hp : 085 217 715 362 atau (0291) 685715
2. Pemohon diterima petugas, yang selanjutnya dicatat alamat dan nomor telepon pemohon.

3. Petugas sedot tinja melakukan pengecekan di lokasi.

4. Dilakukan penentuan jadwal penyedotan tinja oleh petugas
5. Dilaksanakan proses penyedotan tinja.

6. Petugas tinja menghitung volume kemudian menentukan besarnya biaya  penyedotan berdasarkan volume tinja yang di sedot,
7. Pemohon membayar biaya penyedotan / restribusi jasa sedot tinja kepada petugas dan disetorkan pada bendahara penerimaan DINPERKIM.

8. Kemudian retribusi tersebut disetor ke kas daerah.

Selesai.

Ongkos yang dikenakan kepada pemohon yang sudah memperoleh pelayanan dari petugas besarnya ditetapkan berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang retribusi jasa umum, sebagai berikut:

	1
	Sedot tinja dalam kota per m3
	:
	          Rp. 50.000,00

	2
	Sedot tinja jarak tempuh s/d 15 km per 
	:
	           Rp. 60.000,00

	3
	Sedot tinja jarak tempuh > 15 km per 
	:
	           Rp. 70.000,00


Catatan : Apabila volume tinja yang disedot kurang dari 1 m3, diperhitungkan sama dengan 1 m3.

Jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan sedot tinja yaitu 1 (satu) sampai 7 (tujuh) jam. Untuk dalam kota kurang lebih 1 jam dan luar kota kurang lebih 2 – 3 jam.

Jam pelayanan :

· Senin s/d Minggu  : Jam 08.00 s/d 16.00 WIB

Mulai


(Permohonan sedot tinja)





Permohonan diterima Kasi Kebersihan





Cek Lapangan/ lokasi





Penentuan waktu pelaksanaan penyedotan





Penyetoran retribusi





Pelaksanaan penyedotan tinja





Selesai





Penyimpanan 


arsip





Permohonan pengambilan sampah





Permohonan diterima Kasi Kebersihan





Cek Lapangan/ lokasi





Penentuan waktu pelaksanaan pengambilan sampah





Penyetoran retribusi





Pelaksanaan pengambilan sampah





Selesai





Penyimpanan 


arsip





Koordinasi hasil cek  lapangan dengan atasan





Hasil Analisis untuk di tindak lanjuti








Masyarakat / Lembaga








SMS / surat





Kabid. Pengembangan Kawasan Permukiman / Kasi menerima Laporan








Aduan/surat


Di cek lapangan





Koordinasi hasil cek  lapangan dengan atasan





Hasil Analisis untuk di tindak lanjuti








Masyarakat / Lembaga








SMS / surat





Kabid. Pengembangan Kawasan Permukiman / Kasi menerima Laporan








Aduan/surat


Di cek lapangan





Koordinasi hasil cek  lapangan dengan atasan





Hasil Analisis untuk di tindak lanjuti








Masyarakat / Lembaga








Surat





Kabid. Pengembangan Kawasan Permukiman / Kasi menerima Laporan








Aduan/surat


di cek lapangan





Koordinasi hasil cek  lapangan dengan atasan





Hasil Analisis untuk di tindak lanjuti








Masyarakat / Lembaga








Surat





Kabid. Perumahan / Kasi menerima Laporan








Aduan/surat


di cek lapangan





Koordinasi hasil cek  lapangan dengan POKJA RTLH





Hasil Analisis untuk di tindak lanjuti








Masyarakat / Lembaga








Surat





Kabid. Perumahan / Kasi menerima Laporan








Aduan/surat


di cek lapangan





Seksi-seksi








OPD KAB.DEMAK/


YANG LAIN





Petugas pengelola surat








Sekretaris/Kepala Dinas





Kasubbag 





Bendahara 





Sekretaris/Kasubbag umpeg





Petugas pengelola surat











OPD KAB.DEMAK/


YANG LAIN





Pemakai peralatan
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